BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD
MURABAHAH DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG KOTA

SEMARANG

. Analisis Akad Murabahah di BMT NU Sgahtera Mangkang Kota
Semarang

Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah yang ddaerafgh BMT
NU Sejahtera — sebagaimana penulis paparkan pada IBa- seakan
bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada mastatdal itu terlihat
dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada naleatyayang
mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untokntu&an pilihan
dalam pengadaan barang. Hal ini dalam segi kenmetalallari sudut pandang
nasabah memang sangat bagus dan akan memberikatuigan kepada
masyarakat sebagai nasabah BMT NU Sejahtera Maggkata Semarang.
Namun jika dikaji dalam konteks hukum Islam, maka tersebut akan
menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan huklam Ipada suatu
kegiatan muamalah, yakni timbulnya kekurangsesuai@ara pelaksanaan
dengan hukum Islam.

Apabila dikaji lebih lanjut, maka kekurangsesuaijmng terjadi di
lapangan dalam pelaksanaan akad pembiayaan munalhhMT NU
Sejahtera Mangkang Kota Semarang pada dasarnyaemeng pada adanya
asumsi kekurangsesuaian antara pelaksanaan akdgiagean murabahah

dengan ketentuan yang berlaku dalam murabahah otehukum Islam.
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Asumsi kekurangsesuaian tersebut terletak padagpeagn istilabmudharib

bagi pihak kedua, proses pengadaan barang dan daaaganan akad

pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkaotp KSemarang.

Berikut ini adalah sub analisa dari permasalahamasalahan tersebut:

1. Penggunaan istilamudharib bagi pihak kedua dalam akad murabahah
BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang

Penggunaan istilashahib al-maddanmudharih sebagaimana telah
dijelaskan singkat pada Bab |, dalam pembiayaarabahahseakan-akan
menyerupakan pembiayaanurabahahdengan pembiayaan kerjasama,
baik dalam bentuk mudharabah maupun musyarakalabSedgua istilah
tersebut merupakan istilah yang digunakan dalarjas@ama musyarakah
dan mudharababh.

Penyebutanshahib al-mal sebagai pihak penyedia pembiayaan
disesuaikan dengan arti kata istilah terseBbgahib al-malsecara umum
dimaknai sebagai orang yang memiliki hak pengeitoktas harta. Dalam
arti ini, penyebutarshahib al-maldalam akad pembiayaan murabahah
sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan dapatintét dan
dimaklumi. Sedangkan istilamudharib secara bahasa dimaknai sebagai
orang yang mengelola harta milik orang lain. Maksw@l mudharib
adalah seseorang yang melakukan pengelolaan halita arang lain
sebagai sebuah investasi di mana nantinya keumudga pengelolaan
investasi tersebut dapat dibagi antara pemilik ahadengan pihak

pengelola.
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Penggunaan istilamudharib dalam akad pembiayaan murabahah
bagi pihak yang menerima atau mengajukan pembigyeanisandarkan
pada makna umum damudharih seakan-akan memiliki arti bahwa pihak
yang mengajukan pembiayaan murabahah secara tagsung akan
menjadi pengelola dari harta yang menjadi obyeklpayaan murabahah.
Dalam arti lain, dengan adanya penggunaan istilatiharibberarti obyek
pembiayaan murabahah masih terkandung kepemilikainpthak shahib
al-mal dan pihakmudharib tidak memiliki hak untuk memiliki harta
tersebut. Dengan demikian penandatangan dalam rakaadbahah yang
secara ideal berarti menjadikan obyek murabahaagsethak milik dari
pihak yang mengajukan, dengan adanya isti@nharib malah akan
menghalangi pihak pengajua pembiayaan untuk meamibkyek
murabahah sebagai hak miliknya.

Menurut penulis, penggunaanudharib dalam akad pembiayaan
murabahah BMT NU Sejahtera tidaklah disamakan aeo@nyeluruh dan
utuh dalam konsep mudharabah. Penggunaan istitatharibbagi pihak
yang melakukan pengajuan pembiayaan lebih disaadaplda bentuk
pencairan pembiayaan murabahah yang dilaksanakam BMT NU
Sejahtera Mangkang Kota Semarang, khususnya pancd@alam bentuk
uang. Pada akad pembiayaan murabahah BMT NU SejalMtangkang
Kota Semarang, khususnya pada Pasal 9 disebuthamabgihak yang
mengajukan pembiayaan (Pihak kedua) telah diberkkeasa oleh Pihak

Pertama ghahib al-mal untuk mempergunakan uang hasil pencairan
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pembiayaan murabahah untuk membeli barang yangudiikan sesuai
dengan perjanjian.

Oleh karena telah diberikan kekuasaan penuh oleakHPertama
untuk melakukan pembelian barang yang diinginkaakansebab itulah
pihak kedua kemudian disebut dengan istitaidharib Jadi penggunaan
istilah mudharib bagi pihak yang mengajukan pembiayaan tidak
terkandung pemaknaan utuh selayaknya penggunaiah istudharib
dalam pembiayaan mudharabah.

Istilah mudharibberasal dari akar kattharabayang memiliki arti
memukul, menggerakkan, menentukan, dan mencetakpabila
disandarkan pada pemaknaan istithtarabatersebut, maka penyebutan
istilah mudharib tidak terbatas pada pemaknaan pihak yang mengelola
harta benda orang lain. Menurut penulis, dengapteersandar pada arti
dasar katamudharih penggunaan istilabmudharib bagi pihak yang
menerima atau mengajukan pembiayaan murabahah fetilju pada
adanya penjelasan dan penegasan bahwa pihak yamgajomean
pembiayaan lah yang menentukan atau menggerakikaliriseang hasil
pencairan untuk mencari barang yang diinginkan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penggunatlahis
mudharibbagi pihak yang mengajukan pembiayaan tidak lamyla untuk
menegaskan adanya hak yang telah diwakilkan ole BN Sejahtera

Mangkang Kota Semarang kepada pihak kedua untulembgken sendiri

L A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkaurabaya: Pustaka
Progressif, 1997, him. 815.
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pembelian barang yang diinginkan. Meski demikideainya penggunaan
istilah mudharib tidak lantas disamaratakan kepada setiap anggotg y
mengajukan pembiayaan murabahah. Sebab pada @encaurabahah

dalam bentuk barang, pihak kedua tidak menentukadis barang yang

diinginkan melainkan telah dibelikan oleh pihaktpera (BMT).

Namun jika melihat realisasi pelaksanaan pembiayaammbahah,
maka sangat wajar manakala dalam akad pembiayaasmbaihah BMT
NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang pihak keduabdissebagai
mudharib Hal ini dikarenakan sepanjang praktek pembiayaarabahah,
seluruh pihak kedua senantiasa mengajukan permohpeanbiayaan
dengan pencairan dalam bentuk uang.

. Pencairan Murabahah dan Penandatanganan Akad

Kekurangsesuaian dalam hal pengadaan barang tetkagan
realisasi pengadaan barang yang dilakukan oleh Ip@matau nasabah.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, meskipunahdajam jumlah
sedikit, namun hal itu secara tidak langsung tetengindikasikan adanya
kecacatan praktek pembiayaan akad murabahah ykkgkan oleh BMT
NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang. Meski tidalknpsagaruhi
legalitas akad pembiayaan murabahah lainnya ydaly tilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam akad, hal ini menurut penetap tidak dapat
dibiarkan begitu saja atau bahkan dimafhumi.

Sedangkan kekurangsesuaian terkait dengan penagdatm akad

dapat dijelaskan bahwasanya dalam lingkup  hukumamisl
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penandatanganan akad pembiayaan murabahah dilakekalah barang
yang menjadi obyek dalam akad pembiayaan diserabledinpihak BMT
kepada nasabah. Pada praktek murabahah di BMT NjahtSe
Mangkang Kota Semarang, penandatanganan akad lhlakonanakala
telah terjadi kesepakatan antara pihak nasabahadeBNIT, baik dalam
bentuk barang maupun uang. Alasan yang menjadir gadaah untuk
memberikan kemudahan dan kebebasan nasabah dalamfihm=arang
sesuai dengan keinginan dan kualifikasinya. Artirpamilihan ketentuan
penandatanganan akad murabahah di BMT NU Sejaletaitacenderung
untuk memenuhi kepuasan nasabah terhadap kualdsand) yang
diinginkannya.

Sekilas, praktek tersebut berdasar untuk menghiEng
kemudlaratan berupa keleluasaan nasabah dalam tukaerarang yang
diinginkan. Akan tetapi jika disandarkan pada keten murabahah dalam
hokum Islam, maka akan terjadi suatu permasalaleakait dengan
legalitas hokum. Hal ini sebagaimana disebutkarardakajian teori
murabahah yang menyatakan meskipun dalam peng&daang tersebut
dilakukan oleh pemohon, tetap saja pemohon harlebile menyerahkan
barang kepada lembaga keuangan dan baru kemudigadite
penandatanganan akad pembiayaan murabahah oleh kethh pihak.
Praktek pembiayaan murabahah yang dipraktekanBMEh NU Sejahtera
Mangkang Kota Semarang, menurut penulis, kurangatddpamakan

dengan akad pembiayaan murabahah dan malah lelk&t diengan



61

praktek kerjasama modal. Kemiripan ini disandarkaada adanya

penandatanganan akad yang dilakukan setelah usegalkan dari pihak

lembaga keuangan kepada pemohon.

Lebih lanjut, kedua hal (selain penyebutandharib bagi pihak
kedua) yang kurang sesuai dengan kaidah hukum tslatang murabahah
pada dasarnya — entah disadari atau tidak — tedatghilangkan substansi
dari akad pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtdenurut para
tokoh ekonomi Islam, substansi utama dari murabaldakah:

a. Pihak-pihak yang terlibat harus sama-sama mengetatan
menyepakati keadaan dan harga barang yang mefjgek aari akad
pembiayaan murabahah.

b. Pihak-pihak yang terlibat harus sama-sama mengetatan
menyepakati margin keuntungan untuk lembaga keuanga

c. Barang yang menjadi obyek akad pembiayaan murabapatia
prinsipnya, barang harus memiliki legal formal sgbanilik lembaga
keuangan, sehingga penandatanganan akad baru dilgsastanakan
setelah lembaga keuangan menyerahkan benda terseipada

pemohon.

Menurut penulis, permasalahan yang telah muncudtas dapat
terjadi karena dua faktor utama, yakni:
a. Faktor BMT NU Sejahtera
Faktor BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semaranghtarl

dari tidak adanya ketelitian dari pihak BMT NU Segra Mangkang
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Kota Semarang dalam mengecek realisasi pengadaamgbgang
dilakukan oleh nasabah. Selain faktor tersebutalaban yang dapat
dilimpahkan kepada BMT NU Sejahtera Mangkang Ko&n&ang
adalah kurang maksimalnya usaha untuk mensosiibsahakekat
akad pembiayaan murabahah. Maksudnya bukan hakg&dtaeoritis
tentang pembiayaan murabahah semata hamun jugdisasitentang
dampak-dampak dari adanya pelaksanaan yang tidakaisdengan
akad pembiayaan murabahah.

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan akarcul
kesadaran dalam diri masyarakat tentang apa yajaglitgka mereka
tidak melaksanakan akad murabahah secara benarurN&aal ini

bukanlah solusi utama dalam penyelesaian masalah in

. Faktor masyarakat
Permasalahan yang muncul dari faktor masyarakat

berhubungan dengan kurang fahamnya masyarakathalkakat akad
pembiayaan murabahah. Namun kesalahan tersebit selguhnya
dapat disematkan kepada masyarakat karena faksebté merupakan
faktor akibat. Akan tetapi, ada faktor utama kdsata masyarakat
dalam penyimpangan pelaksanaan akad pembiayaanbahata di
BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang. Kesalakesebut
adalah adanya keberanian untuk merekayasa pengpgrahiayaan

murabahah yang memang disengaja.
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Menurut penulis, permasalahan tersebut akan dapse¢lésaikan
dengan sebuah solusi konkret dalam bentuk perbagtakiek akad
pembiayaan murabahah. Perbaikan tersebut tidakslamienghilangkan
praktek yang telah ada. Hal ini karena menurut l[noneskipun belum
dapat secara maksimal pelaksanaannya, praktekdy@akgkan oleh BMT
NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang masih dapamti&ngkan
sebagai sebuah pengembangan praktek murabahah ymmg.
Pengembangan tersebut terpusat pada adanya “pdagawsemohon
dalam pengadaan barang yang dilakukan sendiri péehohon. Dengan
adanya pengawalan tersebut, maka peluang terjadieygelewengan
akad murabahah akan dapat diminimalisir atau batkalangkan. Selain
itu, pengawalan tersebut juga dapat berfungsi urtetlkp menjaga
legalitas akad murabahah dengan adanya penandasengakad
pembiayaan murabahah setelah adanya penyerahangbdeai pihak
lembaga keuangan melalui perwakilan orang yang mealgpengadaan
barang oleh pemohon.

Apabila implementasi akad murabahah yang masihnkguszsuai
tersebut tetap dilaksanakan, maka akan memungkinkamculnya
dampak negatif dalam pelaksanaannya yang mencaka@spek, yakni
aspek legalitas hukum dan aspek akhlak. Pada dsgektas hukum,
dampak implementasi akad pembiayaan murabahah utielgganya
perbedaan pelaksanaan akad pembiayaan murabahaBMdi NU

Sejahtera Mangkang Kota Semarang dengan ketentuesbahah dalam
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hukum Islam. Perbedaan tersebut terletak pada telglenuhinya syarat
utama dari murabahah, yakni penandatanganan akimthlseadanya
penyerahan barang yang menjadi obyek pengadaangoéraurabahah).
Hal ini sangat penting karena dengan tidak terpienyahsyarat tersebut,
maka secara tidak langsung akan merubah akad ggadit

Sedangkan dalam aspek akhlak, dampak tersebut kugneapek
akibat yang ditimbulkan dari akad pembiayaan muraba yang
dilaksanakan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Kotan&ang.
Dominasi obyek ini adalah masyarakat yang menjadabah dari akad
pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkaotg emarang.
Implikasinya adalah peluang munculnya akhlak (pku) yang tidak baik
dalam melaksanakan akad pembiayaan murabahahiHs¢lbagaimana
yang terjadi di lapangan — seperti realitas yanwijie temui dalam proses
penelitian — dimana terdapat beberapa nasabah tidalg melaksanakan
akad pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentaag telah

disepakati.

B. Tinjauan Hukum Idam terhadap Implementass Akad Pembiayaan
Murabahah di BMT NU Segjahtera Mangkang Kota Semarang
Islam adalah agama yang diturunkan untuk menjatimatan lil
alaminbagi umat manusia. Salah satu wujud dari komakmatan lil alamin
nya Islam adalah adanyakhsah(keringanan) dari Allah bagi umat manusia
dalam menjalankan ibadah mulai dari kebolehan mdé@a menyingkat

jumlah rakaat pada shalat, mengerjakan dua shalamdsatu waktu, hingga



65

penggantian ibadah puasa dendamlyah bagi umat manusia yang berada
dalam keadaan tertentu yang telah ditetapkan dajaman Islam. Ada juga
rukhsahyang berkaitan dengan perubahan hukum — dari haranjadi boleh

— seperti ketika manusia terlantar di suatu terdpattidak ada makanan yang
dapat dimakan selain makanan yang dilarang olemisiDalam keadaan
seperti itu, Islam membolehkan manusia memakan naakaersebut demi
bertahan hidup.

Keringanan dan kebolehan perubahan hukum sepeng \alah
dijelaskan di atas pada dasarnya dapat terjadn&amdanya konsegharurat
(darurat) yang dialami oleh umat manusia. Keaddaebdt darurat adalah
apabila datang kondisi bahaya atau kesulitan yangt derat kepada diri
seseorang manusia yang membuat khawatir akan itekrdsakan atau
sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehtamaakal, harta, dan
segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Apabiiang manusia berada
dalam keadaan yang demikian tersebut, maka diarkdifghkan untuk
mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yhwgjibkan, atau
menunda waktu pelaksanaan guna menghindari kenat@tar yang
diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidakudeldari syarat-syarat
yang ditentukan oleh syara’. Konsep darurat dalalam meliputi segala
aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek ibadaiekakebutuhan hidup,

hingga aspek sosial buda¥aladi apapun keadaan darurat yang menimpa

2 Wahbah az-ZuhailiKonsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding @englukum
Positif, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Habidasan dari judul asli Nazhariyah al-
dharurah al-Syar’iyah Mugaranah Ma’a al-Qanun akiklaJakarta: Gaya Media Pratama, 1997;
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manusia dapat dijadikan sebagai sebab musabab derai menimbulkan
rukhsah perubahan hukum, atau bahkan melahirkan hukum bar
Dalam implementasi akad pembiayaan murabahah di BNMT
Sejahtera Mangkang Kota Semarang, terdapat pela&saryang telah
memiliki kesesuaian dengan ketentuan murabahah.uNatemikian, masih
terdapat juga beberapa praktek yang kurang sesugjad ketentuan dalam
murabahah. Kekurangsesuaian tersebut menurut pemaiiputi dua hal
utama yakni aspek pengadaan barang oleh nasabahbgsidampak pada
aspek penandatanganan akad dan aspek pemberiandigach keterlambatan
pembayaran. Berikut ini akan penulis jelaskan meagenalisa terhadap
kedua aspek tersebut.
1. Pengadaan barang oleh nasabah dan penandatangadan a
Akad murabahah adalah akad pembiayaan jual bejj parbentuk
pengadaan barang. Maksudnya adalah pembiayaanlaerisaatu barang
diwujudkan dalam bentuk barang yang disediakan pkefjual. Hutang
yang terkandung dalam akad murabahah tidak diskadlgrada jumlah
uang yang diberikan dari penjual kepada pembeliaimiean disandarkan
pada harga jual barang yang dijual oleh penjuab#deppembeli. Harga
jual barang merupakan harga pokok barang ditambkaigath margin
keuntungan yang telah disepakati di antara pihakkpyang terlibat dalam

akad murabahah.

mengenai batasan pengertian darurat dapat dildaindhim. 71; sedangkan mengenai lingkup
darurat yang meliputi seluruh aspek kehidupan ddipaica dalam him. 51-53.

¥ Mengenai batasan pengertian murabahah dapattdikitara lebih jelas dalam beberapa
referensi, di antaranya adalah: Hulwatkonomi Islam Teori dan Prakteknya dalam Perdaganga
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Konsekuensi akad murabahah sebagai akad pembiaja@am
bentuk pengadaan barang, maka penandatanganan ddk&idanakan
sesudah adanya penyerahan barang yang menjadi akgdkmurabahah
dari penjual kepada pembeli. Sehingga, meskipungamaman barang
dilakukan oleh pembeli, barang yang telah dibedbut harus terlebih
dahulu diserahkan kepada pihak penjual dalam akadcabahah dan
kemudian baru diserahkan kembali kepada pembeliandalakad
murabahah. Hal ini bertujuan untuk menjaga ekssstemurabahah dan
membedakan akad murabahah dengan akad yang lainnya.

Menurut penulis, praktek yang terjadi dalam akadnipayaan
murabahah di BMT NU Sejahtera terkait dengan pestanganan akad
setelah nasabah menerima uang dan bukan baramggksesuai dengan
ketentuan akad murabahah. Pada dasarnya, pendagatatdilakukan
manakala barang telah diserahkan oleh BMT kepadaba&, meskipun
melalui akad wakalah terhadap pihak ketiga. Haldapat disandarkan
pada ketentuan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasi(iD&N) Nomor
4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah dalam Fatwa tdeg
Murabahah bagian pertama yang dinyatakan dalam ke sebagai
berikut:

“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah unarbeli barang

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah hanlekdkan setelah
barang, secara prinsip, menjadi milik bahk”

Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Mgd#, Jakarta: Ciputat Press Group, 2006,
him. 76-83; M. Syafi'i Antonio,Bank Syari;ah Dari Teori Ke PrakteKlakarta: Gema Insani,
2001, him. 101-107; Ahmad Itham SholihiRedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah
Jakarta: Gramedia, 2010, him. 140-163.

* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 4/DSN-KN¥2000 Tentang Murabahah
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Pada ketentuan di atas disebutkan “akad jual betabahah harus
dilakukan setelah barang secara prinsip menjadik nbidnk”. Hal itu
menunjukkan bahwa barang yang menjadi obyek muedbdhlam BMT
NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang tidak boleleraldkan oleh
pihak selain BMT NU Sejahtera. Hakekat mengenatdsz prinsip harus
menjadi milik bank” dapat diperjelas dalam itematwa Dewan Syari’ah
Nasional (DSN) Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mbedah sebagai
berikut:

“Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atasanbank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa Ka@ksecara
prinsip menjadi milik bank” dibatasi dengan adapganbelian atas nama
bank. Dalam hal ini, akad wakalah yang dibuat @&hT NU Sejahtera
dengan mempercayakan nasabah untuk melakukan pamisgbagai
wakil dari BMT seakan-akan telah memenuhi aspels‘atama bank
sendiri”. Sebab, dengan adanya akad wakalah tdrsebaka hak
pembelian yang sebelumnya dimiliki oleh bank bar&epada nasabah.
Selain itu juga bermakna bahwa proses pembeliaanbayang dilakukan
oleh nasabah secara substantif terkandung makmveabgdng melakukan
pembelian adalah BMT dan bukan nasabah.

Meskipun secara aspek wakalah dapat diterima, raempenulis,
hal tersebut tidak seluruhnya dapat diterima, bénleapabila melihat
ketentuan dalam item 6 pada Fatwa Dewan Syari’abiddal (DSN)

Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah sebagaikut:
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“...Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secaiar jlnarga
pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang ukpa”

Ketentuan di atas mengandung maksud bahwa pihakk ban
memiliki kewajiban untuk memberitahukan harga bgrgang menjadi
obyek. Secara tidak langsung isi ketentuan tersebemgindikasikan
bahwa bank harus mengetahui harga pokok dari bayang menjadi
obyek akad pembiayaan murabahah. Hal ini sangatrwarena bank
berkedudukan sebagai penjual dalam akad pembiayaarabahah.
Namun dengan adanya proses pembelian yang dilakuksabbah melalui
akad wakalah, maka aspek pengetahuan harga darepemban harga
yang dilakukan oleh bank akan menjadi samar-saial.inilah yang
tidak terpenuhi dalam akad pembiayaan murabahaly gdaksanakan
oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

Pada praktek akad pembiayaan murabahah di BMT Nhigkkng
Kota Semarang, aspek tersebut tidak terpenuhi.ngagdalam prakteknya,
pihak nasabah lah yang memberitahukan harga bayang menjadi
obyek akad pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahwsagkang
Kota Semarang. Padahal dalam ketentuan di ataak gophnk lah yang
seharusnya menjadi pihak yang memberitahukan haagang. Hal ini
sekaligus juga menimbulkan keraguan terhadap sBMIE NU Sejahtera
sebagai pihak “penjual” karena ketentuan hargaktitb@rasal dari
“pengetahuan” BMT tentang harga barang.

Pada dasarnya, apabila akad pembiayaan murabakiahsusnya

manakala pengadaan barang dilakukan oleh pembelitandatangani
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setelah pembeli menerima uang dan barang tidakathisan terlebih

dahulu kepada pihak penjual, maka hal tersebut akamauhkan akad

pada jenis akad pembiayaan murabahah dan lebihakatkdn pada akad-

akad yang lainnya. Akad-akad lain yang dimaksudiadidsebagai berikut:

a. Akad pinjam meminjam dengan bunga

Akad pinjam meminjam adalah suatu akad yang disahka
dalam Islam dan dapat berbentuk barang atau uatf Prinsipnya,
pinjaman ériyah) dilaksanakan antara dua pihak di mana salah satu
pihak berstatus sebagai pihak yang membutuhkanpdeak lainnya
berstatus sebagai pihak yang memberikan pinjamaeskidun
peminjam pada dasarnya membutuhkan barang, dalah ayah
tidak harus diserahkan dalam bentuk barang melaidlegat dalam
bentuk uang. Apabila yang diserahkan dalam bentakgu maka
tanggungan hutang didasarkan pada besaran jumlaly yang
dipinjam. Jika yang dipinjam adalah barang, makggangan hutang
didasarkan pada harga barang tanpa adanya biaymham lainnya.
Namun jika dalam proses pinjaman tersebut ada @ayéahan yang
dibebankan dalam proses pengembalian tanggungaandhutian
disandarkan pada besaran jumlah hutang, maka akagmp
meminjam tersebut dilarang dalam Islam karena tetliag unsur riba.
Implementasi akad murabahah di BMT NU Sejahtera jik

dibandingkan dengan prosedur pinjam meminjam mkinkiémiripan.

Kemiripan tersebut terletak dari adanya kebebasamy ydiberikan
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kepada pembeli dalam proses pengadaan barang thapas
diserahkan terlebih dahulu kepada penjual daland akarabahah.
Sehingga pada dasarnya, pembeli yang mengajukampenan akad
pembiayaan murabahah akan terlihat sebagai pihag yaeminjam
uang kepada penjual untuk membeli barang. Hal ikardnakan
barang yang menjadi obyek dibeli sendiri oleh pdmban tidak
diserahkan kepada penjual dalam akad murabahah.

Dalam implementasi akad pembiayaan murabahah BMT NU
Sejahtera, praktek yang mendekati akad pinjam mamirdengan
bunga adalah akad pembiayaan murabahah yang ddakigkhadap
barang yang bukan produktif seperti yang diperganakintuk
pembelian bahan dapur untuk pernikahan seperti gdagukan oleh
Bapak Agung Budi Santoso, pembayaran biaya selsgbhgaimana
dilakukan oleh Bapak Tego W, dan pembayaran gajyawean
sebagaimana dilakukan oleh Bapak Sugeng Santoso.

. Akad mudharabah dan akad musyarakah

Kedekatan praktek akad murabahah di BMT NU Sejahter
dengan kedua akad tersebut hanya berlaku bagi pkatbiayaan
murabahah yang dipergunakan untuk pembelian atdugtif yang
memiliki nilai fungsi ekonomi. Barang-barang inipseti pembelian
barang dagangan atau pembelian sarana yang dapaiukoeg
aktifitas ekonomi atau usaha seseorang. Kedekaesebut pada

dasarnya terjadi akibat dari proses yang dilakuki@tam akad
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pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera Mangkaraja K
Semarang. Adanya penyerahan uang kepada nasalmldija@mutkan
dengan akad wakalah kepada nasabah untuk memlipatigoaendiri
seakan-akan mengandung arti bahwa dalam akad uersBMT
bertindak sebagai investor atau pihak yang diajakeljasama.
Sedangkan margin keuntungan akan berubah menjeskrase bagi
hasil dalam kedua akad tersebut.

Kemungkinan terjadinya kesamaan akad pembiayaambahah
dengan akad vyang disebut di atas disebabkan adggses
penandatanganan akad, khususnya akad yang dilalagtalah nasabah
menerima uang dan bukan pada saat nasabah meneairaag yang
menjadi obyek murabahabh.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pglislangnya
esensi akad murabahah tersebut lebih dikarenakkk tierpenuhinya
ketentuan-ketentuan akad murabahah. Indikasinyalatadeadanya
perbedaan antara penandatanganan akad pembiayaabaimh secara
tidak langsung mengindikasikan terdapat kemungkinidéangnya esensi
murabahah dalam implementasi akad pembiayaan nhahtth BMT NU
Sejahtera Mangkang Kota Semarang. Apabila dililzaik esensi sifatnya,
akad pembiayaan murabahah termasuk ke dalam ‘jerggid ‘ainiyah
adalah akad yang syarat kesempurnaannya berupa&rpbap barang-
barang yang dilakukan akad terhadapnya. Akad imsingtjap tidak

sempurna manakala belum adanya penyerahan baragglyaal kepada
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pembeliny& Dalam Islam, pemenuhan suatu akad sangat diutamblieh
ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam salah sabarfi-Nya yakni surat

al-Maidah ayat £:

£ v 8 2. & £T

'J}wu 551 st ol @il

2 &8 . st g~ ﬂ “4 44 14
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhllahadaqqad |tZ1
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yangnattidacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak mengjteaia
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesimya
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehlendga.
2. Pemberlakuan denda dalam keterlambatan pembayaran
Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab Il bahwandahal
keterlambatan pembayaran cicilan, BMT NU Sejahteemberlakukan
denda sebesar 0,25% setiap hari dari nominal tangggu selama masa
keterlambatan. Hal ini diberlakukan kepada semusalmeh tanpa ada
pengecualian.
Dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan SyafMasional
(DSN), denda dalam keterlambatan pembayaran tagggupada akad

pembiayaan murabahah diperbolehkan. Hal ini sebwga tertuang

dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Nomor DEM-

® Dari sifat benda, akad dapat dibedakan menjadiyhiani‘uqud ainiyahdanuqud ghairu
‘ainiyah. ‘Uqud ‘ainiyah adalah akad yang syarat kesempurnaannya berugarpban barang-
barang yang dilakukan akad terhadapnya. Akad ianghiap tidak sempurna manakala belum
adanya penyerahan barang yang dijual kepada pemwaelSedangkaruqud ghairu ‘ainiyah
adalah akad yang hasil dengan semata-mata akddikfila. Teungku Muhammad Hasbi Ash-
Shiddieqy,Pengantar Figh MuamalgtSemarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, him. 96.

® Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir akQukl-Quran dan Terjemahnya
Jakarta: Departemen Agama, 1995, him. 156.

" Agad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamiepakla Allah dan perjanjian yang
dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.
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MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yegunda-nunda

Pembayaran. Dalam fatwa tersebut dinyatakan babwessdenda dapat

diberlakukan kepada nasabah dalam akad pembiayaebainah kepada

nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Nasabah dalam keadaan mampu membayar namun memunda-
pembayaran dengan disengaja atau yang tidak mentiklad baik
untuk membayar

b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar kafer@e majeur
tidak boleh dikenakan sanksi

Pada prinsipnya, berdasarkan ketentuan di atasbahsang dapat
dikenakan sanksi terkait dengan keterlambatan pganéa adalah
nasabah yang sebenarnya memiliki kemampuan meminayaun tidak
mau membayar. Dalam arti lain, nasabah yang besraarldalam keadaan
tidak atau belum mampu membayar tidak diperkenanikank diberikan
sanksi atas keterlambatan dalam pembayaran. Dategaikian, terdapat
peluang bahwa sanksi atas keterlambatan tidak alkikeenkepada semua
nasabah.

Mengenai pemberian sanksi terhadap nasabah yangpumam
membayar namun tidak mau membayar juga diperbotediiam Islam.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah saitshdabi SAW berikut

ini:

106 Al 4l ) e ) O3 O Wele @ myiee G Ge
@l ol il T o 28 KT o 136 Al il s
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“Dari Ibn Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw. s8eada:
Menunda-nundanya orang kaya adalah dzolim, ke@kahssatu dari
kamu sekalian memindahkan harta (hutang) maka k&idaia
menerimanya”. (HR. Bukhoff)

Dengan adanya hadits di atas secara tidak langsung
mengindikasikan adanya suatu kedzaliman manakatarsg yang mampu
membayar hutang namun tidak mau membayar. Konsskuy@nadalah
adanya keharusan orang Islam untuk menghilangkaizakenan. Jadi
secara tidak langsung, adanya denda bagi orang ryangpu membayar
hutang namun menundanya adalah bentuk hukuman aoregnghindarkan
umat Islam dari kedzaliman.

Terkait dengan sanksi keterlambatan yang diberiakuk BMT
NU Sejahtera, semua nasabah dapat dikenakan sapkbila terjadi
keterlambatan dalam pembayaran. Hal ini didasapkaia ketentuan pada
Pasal 4 item 1 dalam akad pembiayaan murabahah BMTSejahtera
Mangkang Kota Semarang sebagai bertkut:

“Pihak Kedua Mudharib) menyadari bahwa dalam hal terjadi
keterlambatan olemudharibkepada Pihak Pertama (Shahibul Maal),
maka mudharib berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk
membayar biaya administrasi pada pihak pertamah{BhlaMaal)
sebesar 0,25% x angs x hari keterlambatan () terbilang ( )
untuk tiap-tiap keterlambatan, terhitung setelalat skewajiban
pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan akangg
dilaksanakannya pembayaran kembali. Sehubungaraderegjanjian
ini kecuali denda yang disebabkan karena ketentiratang-Undang
atau Peraturan Pemerintah. Pihak Keduadhari) akan melakukan
angsuran pembayaran sebagaimana ditetapkan dalasal [

perjanjian ini, secara tertib dan teratur dan aledath mengutamaan
kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban kepétakk lain.

8Musthafa Muhammad ‘ImarahJawahir Al-Bukhorj Indonesia: Dar Al-Kutub Al-
‘Arabiyah, 1371 H, him. 251.
° Akad Pembiayaan Murabahah BMT NU Sejahtera Manghéstg Semarang
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Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa yamgatd
membatalkan keberadaan denda adalah adanya UU Resaturan
Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 2, jakinibur umum atau
hari yang bukan hari kerja. Sedangkan keadaan ekiotidak menjadi
dasar dari hilangnya aspek denda pada keterlampatabayaran.

Ketentuan yang dijadikan dasar BMT NU Sejahtera gkang
Semarang di atas tidak seluruhnya benar dan tigdgk $eluruhnya salah.
Disebut tidak seluruhnya salah karena ketentuaandalkad murabahah
BMT NU Sejahtera di atas dapat diberlakukan sebalgaiasan
“kemampuan”. Sedangkan dapat disebut tidak selyautrenar karena
batasan tersebut tidak dapat diberlakukan secarsyehguh terhadap
semua nasabah.

Ketentuan di atas, menurut penulis, hanya dapagrldikukan
kepada nasabah yang memiliki sumber pendapatap, tewk dalam
waktu mingguan maupun bulanan seperti pegawai kaattu pegawai
yang memiliki gaji bulanan. Dengan adanya ketentyghbulanan, maka
nasabah tidak dapat mengelak dari aspek “kemampmambayar”.
Dengan demikian, apabila mereka terlambat dalam bagar padahal
mereka telah menerima gaji bulanan, maka ketentliamtas dapat
dibenarkan.

Akan tetapi tidak demikian dengan nasabah yand trdamiliki

gaji atau pemasukan bulanan. Apabila ketentuaehatditerapkan, maka
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akan menimbulkan masalah bagi mereka. Hal ini sebemna dinyatakan
oleh Bapak Nadhirin :

“Waktu itu saya belum memiliki uang dan saya subahanji untuk

membayar pada waktu dua hari setelah jatuh tempanggnang saya

laksanakan. Karena keterlambatan tersebut ya skgaatkan denda

mag.°

Pernyataan senada juga diberikan oleh Bapak TegdB&pak
Nadhirin dan Bapak Tego merupakan contoh nasabadp tyidak memiliki
gaji bulanan. Bapak Nadhirin adalah pembuat tedor sedangkan Bapak
Tego W adalah pengepul rongsokan. Keduanya tidagdti nreendapatkan
uang setiap bulan pada tanggal yang tetap. Hakanéna pendapatan
mereka tergantung dengan pihak lain yang memilikoumgan bisnis
dengan mereka. Tidak jarang mereka terlambat damaelakukan
pembayaran akibat keterlambatan pihak lain dalamlakakan
pembayaran kepada mereka. Akibatnya, mereka dikenalenda oleh
BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang.
Pada hakekatnya, pemberlakuan denda yang dibedakoleh

BMT NU Sejahtera kepada kedua nasabah tersebutndwudapat
dibenarkan. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan belsedbukan karena
kesengajaan untuk menghindar melainkan karena adi@kyor lainnya.

Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk reek@n kemudahan

bagi pihak yang berhutang manakala belum mampu aganlhutangnya

% Hasil wawancara dengan Bapak Agung Budi Santossabah yang beralamat di
Plumbon, tanggal 29 April 2011. Hal yang sama jggsampaikan oleh Bapak Nadhirin dan
Bapak Tego W.
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dengan memberikan tambahan waktu tenggang. Halsebiagaimana

dijelaskan Allah dalam Q.S. al-Bagarah ayat 28ikbemi:**

Ao
2 Ty . 7

AN ST Tl S RT
ol A=) A5 18aas ol B ] 85 sue 93 T8 ol

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dal&esukaran, Maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan mdekgbkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagjika, kamu
Mengetahui.

Ketentuan dasar dalam Islam tersebut juga ditega&leanbali
dalam ketentuan mengenai sanksi dalam keterlamipatiaribayaran pada
akad pembiayaan murabahah dalam Fatwa Dewan SyaNasional
(DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi at&asabah
Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran sebagaimaaia penulis
sebutkan di atas. Apabila disandarkan pada ketemus&rabahah dalam
fatwa tersebut, maka apa yang telah dilaksanaleinBMT NU Sejahtera
Mangkang dalam hal pemberian denda kepada nasabah tgrlambat
membayar karena tidak atau belum mampu memilikiukakgsesuaian
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Skaxigsional.

Memang terkadang akan sulit mengetahui batasan rkpoan
nasabah saat telah tiba waktu untuk membayar. Ndmalitu tidak lantas
dijadikan dasar untuk menetapkan ketentuan dengdikesemua nasabah

akibat keterlambatan pembayaran. Menurut penuli$,ith akan dapat

diatasi dengan adanya komunikasi aktif serta adgey@njauan keadaan

1 yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir akQuop. cit, him. 69-70.
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keuangan nasabah setiap bulan oleh BMT NU SejaHDemagan adanya
langkah tersebut, maka di samping sebagai lembamgay yberhak
memberikan pembiayaan, BMT NU Sejahtera Mangkarnzaraetidak
langsung akan menjadi lembaga keuangan syari'ahg yarampu
meningkatkan mutu manajemen keuangan nasabahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketadtuva
implementasi akad pembiayaan murabahah di BMT NUahBera
Mangkang Kota Semarang secara tidak langsung atkandung aspek
kebathilan dalam muamalah. Kebathilan tersebutneaeglanya beberapa
kasus yang memiliki kekurangsesuaian dengan ketentmurabahah
dalam hukum Islam. Kekurangsesuaian ini akan beaakiatal karena
akan mempengaruhi esensi dari suatu akad. Adankardmysesuaian
tersebut secara tidak langsung akan menimbulkatu spaktek yang
berpeluang menimbulkan suatu kebathilan. Islamigesmhgat melarang
umatnya untuk memakan sesuatu yang bathil, hal sebhagaimana
ditegaskan Allah dalam salah satu firman-Nya, y&)k$8. al-Bagarah ayat

188
s A8 ZF I R T SO = A___ A oF , 282 -
el A=l ) G 150305 Jladly oS30 (S50 1586 3

7 — /. }/’: vﬂ.z/ :’. 17 '{“ ‘/"‘/’ > w /: f

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakama lsatiahagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil damg@nlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, sugasnu
dapat memakan sebahagian daripada harta benda laranigu
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahu

2 bid., him. 67.



